BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR ©6 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN APARAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

L a.

: 1.

KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah  pengelolaan
keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas
dilingkungan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan
akuntabel, maka perlu mengatur hal-hal yang berkenaan
dengan perjalanan dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perjalanan Dinas Bagi Aparat Desa  dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nom: o 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Neci« (Lembaran ['egara Republik
Indonesia Tahun 200: Nomor 5, Taiabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomaor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolacy dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Neuvsra Republik Indoresia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan L¢mbaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ter.tang Perimbangan
Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Perserintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lombaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2-+4, Tambahan |embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiiana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor
5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201} tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu1 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 5495

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahu:1 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati I Gorontalo dari
Isimu ke Limboto (Lembaran Negara R¢publik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 45, Tumbahan I-mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3147);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia | omor 33 Tahun
2020 tentang  Standar Harga Satuan Regional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Ncmor 57)
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Menetapkan :

3]

10. Peraturan Menteri Kcuiingan Republik  Indonesia Nomor

222 /PMK.07 /2020 tentunyg Pengelolaan Dana Desa;

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2006 Nomor 4 Seri Ej;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TLNTANG PERJALAN. N DINAS KEPALA
DESA, BADAN PERMU=YAWARATAN DESA DAN APARAT
DESA DILINGKUNGA?M. PEMERINTALH KABUPATEN
GORONTALO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasai |

Dalam Peraturan Bupatl ini vang dimaksud cengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Otonom kabupaten C orontalo.

Desa adalah desa dan desa adat atau yar g disebut dengan
nama lain, selanjutnva disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum vang memiliki batis wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan  mengarus  urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat sete mpat berdasarkan
prakarsa masyarakat, halc asal usul, dan/atwu nak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem per ierintahan Negara
Kesatuan Republik Indoncsia

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan W kil Bupati serta
perangkat daerah sebagai unsur penyelengg ara pemerintahan
daerah.

Pemerintah Desa adaluh Kepala Desa a w yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat De a sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan  Desa  adalah  penyelen jgaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyaraka: setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu lik Indonesia.
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10.

11.

12.

Penyelenggaraan Pemcrinitahan Desa adali h seluruh proses
kegiatan manajeman pcn crintahan Desa ya 1g meliputi bidang
penyelenggaraan perrerintahan Des: ., pelaksanaan
pembangunan, pemtinaan kemasy arakatan dan
pemberdayaan masyarak::t sesuar kewenangan Desa.

Badan Permusyawaratar Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lenibaga vang meli ksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanva merupiikan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan  keterwakiiun  wilayah dan
ditetapkan secara demox<ratis.

Keuangan Desa adalah scmua hak dan kevajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uar.g serta segala sesiatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pel: ksanaan hak dan
kewajiban Desa.

Musyawarah Desa atau v.ung dischut dengar nama lain adalah
musyawarah  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa,
Pemerintah Desa, (an unsur m.syarakat yang
diselenggarakan oleh Bodan Permusyawartan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Kepala Desa atau sebuiran lain adalah pojabat pemerintah
Desa yang mempunyal wewenany, tugas dain: kewajiban untuk
menyelenggarakan rumal tangga desanya ¢an melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daer: h.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang inembantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebyakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa. dan unsw pendukung tugas
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijaken yang diwadahi
dalam bentuk pelaksana teknis can unsur k--wilayahan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sel:injutnya disingkat
APBDes adalah peraturan desa vang memu::t sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran desa d.:lam kurun waktu
satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian sendapatan Desa,
belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan .\PB Desa dibahas

dalam musyawarah perencanaan pembanguiian desa.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
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Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalal: penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Belanja desa adalah senmua pengeluaran dari rekening desa
yang merupakan kewqiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pemb:ayarannya kembali
oleh desa.

Surat Perintah Pembaycran yang selanjutiya disingkat SPP
adalah dokumen yang digunakan/diterbi kan oleh Kepala
Desa atas pengeluaran nordasarkan rencane anggaran biaya.
Perjalanan Dinas Dalam Dacrah adalah per alanan dinas yang
dilakukan dalam wilavan Pemerintah Kal.upaten Gorontalo
dan dalam wilayah Provinst Gorontalo untuk kepentingan
Daerah atas Perintah Pcjcbat vang Berwenai g,

Perjalanan Dinas Luar Laerah adalah perj.lanan dinas yang
dilakukan diluar wilaval: Provinsi Gorontilo dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan
Daerah atas Perintah Pejebat yang Berwenaiig.

Pejabat yang berwenang adalah Kepala Decsa selaku pejabat
pemerintah  Desa vunz mempunyai ewenang untuk
menyelenggarakan rume«i tanggus desanya.

At Cost adalah biaya vung dibayarkan berda .arkan kebutuhan
nyata (riil)

Lumpsum adalah biaya vinig dibavarkan sek ligus.

Uang Harian adalah sciuan biaya perjai man dinas yang
diberikan kepada apar:: desa vang mela ukan perjalanan
dinas luar daerah untuk membiayai Uang € 1ku, Uang Makan
dan Transport Lokal.

Surat Perintah Tugas vang selanjutnya di ebut SPT adalah
surat perintah kepada aparat desa untuk melaksanakan tugas
yang berkaitan dengan kepentingan Peme intah Kabupaten
Gorontalo.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang se anjutnya disebut
SPPD adalah surat perintah kepada ap irat desa untuk

melaksanakan perjalanan dinas.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Tempat kedudukan ac...ih tempat/kota/k intor/satuan kerja
berada.

Tempat Tujuan adal:: tempaut/kota/kantor, satuan yang
menjadi tujuan perjalan: 2 dinas.

Biaya perjalanan dinas .aitu sejumlah uang yang diberikan
kepada aparat desa sebagal biaya dalam rangka pelaksanaan
perjalanan dinas yang besarannya sesuei dengan standar
biaya perjalanan dinas.

Kelebihan pembayaran ..dalah relebihan pembayaran biaya
perjalanan dinas baik vang ditimbulkan oleh kesalahan
perhitungan besaran blava perjalanan  dinas dan atau
kelebihan pembayaran biava perhari yang d:bayarkan.
Kerugian Daerah adalal kekurangan uanv, surat berharga,
dan barang yang nyata can pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan huki:m baik sengaja maupun lalai.
Transaksi Non Tunai ad:.l.h pemindahan s jumlah nilai uang
dari satu pihak ke pthak Jain  dengan menggunakan
Instrument berupa Al Pembayaran Me nggunakan Kartu

(APMK), Cek, Billyet Giro. Uang E.ektronik atau sejenisnya.

BAB 1!
PERSETUJUAN DAN ATAU PERINTAH
PERJALANAN DINAS

Pasal 2
Aparat desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
yang akan melaksanak:n perja:anan dins harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah atasannya.
Persetujuan dan/atau perintal atasan:iya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan telaah yang
disetujui atasan atau disposisi dan/atau dapat dibuktikan
dengan terbitnya SPT dan SPPI) yang di andatangani oleh
Kepala Desa.
Kepala Desa dan/atau BPD yang melaks: nakan perjalanan
dinas harus menyampatkan kepada Kepeia Daerah dalam

bentuk surat pemberitahuan dan 'atau Tel: ahan yang dibuat
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oleh Dinas Pemberdavacn Masyarakat dar: Desa Kabupaten
Gorontalo.

(4) Untuk SPT dan SPPD dilingkungan Pemerintah Desa
ditandatangani oleh Kepai« Desa

(5) Dalam hal Kepala Desa berhalungan dan/dan atau berada
diluar daerah maka SPT SPPD ditandatang ni oleh Sekretaris

Desa.

Pasal .

Dalam penerbitan SPT danr = [PPD untuk Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) harus memperl.« ikan hal-hal sebag i berikut:

a. Persetujuan perjalanan cinas dibuktikan d 'ngan telaah yang
disetujui  Kepala Desa atau disposisi dan/atau dapat
dibuktikan dengan trbitnya SPT dun  SPPD  yang
ditandatangani oleh Kepa . Desa.

b. Untuk SPT dan SPPD diingkungan Badan Permusyawaratan
Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

c. Dalam hal Kepala Desa berhalangan dan’dan atau berada
diluar daerah maka SPT, SPPD ditandatang:ini oleh Sekretaris

Desa.

Pasal -

(1) Dalam hal Kepala Desa akan melakukan perjalanan dinas
atau tidak berada ditempat dalam jangk: waktu tertentu,
wajib  menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dilingkungan
Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

(2) Dalam hal Kepala Desa akan melakukan perjalanan dinas
atau tidak berada ditempat dalam jangk: waktu tertentu,
maka aparat desa yang akan melakukan perjalanan dinas,
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Desa;

(3} Pejabat yang ditunjuk/diperintah oleh Kep il Desa sebelum
melakukan penandatangan SPT dan SPPl  terlebih dahulu

memberitahukan kepada Kepala Desa.
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(1)

(2)

(1)

(3)

Pasa. 5
Dalam hal Kepala Desc akan melakukan perjalanan dinas,
SPT dan SPPD ditandatangani olch dirinya < endiri.
Jika Kepala Desa berhal:ngan din/atau berada diluar daerah
maka Sekretaris Desa akan melakukan per.alanan dinas, SPT

dan SPPD ditandatangan: oleh dirinya sendi:i.

Pasal o
SPT dan SPPD paling scdikit mencantumk in hal-hal sebagai
berikut :
a. Pemberi tugas;
b. Pelaksana tugas;
c. Waktu pelaksanaan tiigas; dan
d. Tempat pelaksanaan ugas.
SPT dan SPPD sebagainiana dimaksud pa ta ayat (1) dibuat
sesuai dengan contol  sebagaimana  crcantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidal terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB [lI{
KEDUDUKAN AN JENIS
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7
Perjalanan dinas merupakan perjalanan cinas dari tempat
kedudukan ke tempat yung dituju dan k mbali ke tempat
kedudukan semula yang digolongkan menjad- :
a. Perjalanan dinas dalam kota; dan
b. Perjalanan dinas luar kota;
Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana di:naksud pada ayat
(1) huruf a adalah didalam Wilayah Pemerintah Kabupaten
Gorontalo yang meliputi Wilayah Kecamatin se Kabupaten
Gorontalo.
Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah perjalanan dinas diluar w iayah Pemerintah
Kabupaten Gorontalo dalam wilavah kesatua 1 Negara Republik

Indonesia.

g g o

ARELEREN

e e g




(4) Perjalanan Dinas dilakukar dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan ‘ungsi yang meleka: pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, dan scjenisnya,

c. pengumandahan (Detascring);

d. mengikuti pendidikan d.in pelatihan;

e. menjemput/mengantarkan ke lempat pemakaman jenazah
aparat desa yang mcninggal dunia dalam melakukan
Perjalanan Dinas; atau

f. menjemput/mengantarkan ke tempat pe:nakaman jenazah
aparat desa yang meniirggal dunia dari Tempat Kedudukan

vang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal =

Biaya perjalanan dinas terdiri .itas komponen sctigai berikut :

Biaya Transport;
Biaya Penginapan;
Uang Harian;

biaya lainnya.

Pasal ¢

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 hurul a

terdiri dari :

a.
b.

Biaya Tiket;

Biaya Taxi;

c. Transportasi Darat Luar Kota dalam Provinsi (-orontalo;

Transportasi Darat dalarn kota dalam w ayah Kabupaten

Gorontalo;

Pasal 10

(1) Biaya Tiket sebagaimana dimaksud pada ‘asal 9 huruf (a)

diberikan kepada Pelaksana SPPD yang akan melakukan
perjalanan  dinas luar daerah denga1  menggunakan
transportasi udara/darat/laut, dibayarkan secara rill dan
merupakan batas tertinggi sesual standar biaya perjalanan

dinas.
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(2) Biaya tiket sebagaiman.: dimaksud pada wat (1) termasuk
biaya bagasi sebanyak 20UKg dengan perhitungan akumulasi
pulang pergi dan harnva beriaku  bagl maskapai  yang

menerapkan bagasi berb:c ar.

Pasal 1

(1) Biaya Taksi sebagaimanc dimaksud pada Pasal 9 huruf (b)
diberikan kepada Pelaksana SPPD yang akan melakukan
perjalanan dinas luar kot untuk 1 (satu) k«li perjalanan taksi
yang dibayarkan secara lumpsum

(2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ay:t (1) yakni sebagai
berikut :
a. Keberangkatan :

1) dari tempat keduduican asa. menuju bandara, pelabuhan,
terminal, atau stasiun untuk keberar.gkatan ke tempat
tujuan,;

2) dari bandara, peciabuhan, terminei, atau stasiun,
kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan,
terminal, atau stas:un untuk keberargkatan ke tempat
kedudukan asal; atau

2) dari bandara, pciabuhan, termine!, atau stasiun,
kedatangan men tempat kedudukan as il

(3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau 1 kasi tujuan tidak
dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara,
pelabuhan, terminal, «atau stasiun, baya transportasi
menggunakan satuan biava transportasi Jdarat atau biaya
transportasi lainnya.

(4) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilal:sanakan melebihi
besaran standar biaya taksi sepanjang didui'ung dengan bukti

pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
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Pasal 12

(1) Biaya Transportasi darat Luar Kota dalam ‘’rovinsi Gorontalo
sebagaimana dimaksud pada Pasa. 9 huruf (c¢) diberikan kepada
Pelaksana SPPD yang akan melakukan peralanan dinas luar
kota dalam Provinsi Gorontalo (one way atau sekali jalan) yang
dibayarkan secara lumsump.

(2) Biaya Transportasi darat scbagaimana dimalisud pada ayat (1)
adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan Kabupaten/Koti dalam Provinsi Gorontalo atau
sebaliknya.

Pasal 0O

Biaya Transportasi Darat ca:am kota dalam vilayah Kabupaten

Gorontalo sebagaimana dimaizsud pada Pasal 9 huruf d diberikan

kepada Pelaksana SPPD vung akan melakukan perjalanan dari

kantor tempat kedudukan k¢ wilayah Kecamat:n yang ada dalam

wilayah Kabupaten Gorontalo vang dibayarkan s.cara lumsump.

Pasal 14

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksu:l pada Pasal 8
huruf b merupakan biava vang diperlukan untuk menginap :
a. di hotel; atau
b. ditempat menginap lainnva.

(2) Pelaksana SPPD yang tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen dari tarif hotel di
kota tempat tujuan dengan ketentuan :

a. tidak terdapat hotel atau tempat menginaj; lainnya, sehingga
Pelaksana SPD menginap ditempat menginap yang tidak
menyediakan kuitansi/bukti biaya pengin.:pan; atau

b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun
Pelaksana perjalanan dinas tidak menginap dihotel atau
tempat menginap lainnya tersebut;

c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b dibayarkan secara lumpsum.

[T sken s 1] seipa [wapup
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(3) Biaya penginapan 30" (tga puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untulk perjalanan dinas
dalam rangka mengikuti pcndidikan dan pelaiihan.

(4) Biaya penginapan selam: mengikuti pendidican dan pelatihan
dapat diberikan kepada Pelaksina SPT yang melakukan
perjalanan dinas dalam ha. tidak d.sediakan j.enginapan;

(5) Biaya penginapan dibayarxan secara rill dan merupakan batas

tertinggi sesuai standar biuva perjalanan dinas;

Pasal 15

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
huruf (c) diberikan kecpada pelaksana SPPD yang  akan
melaksanakan perjalanan dinas ebih dari 8 (delapan) jam,
Sedangkan untuk perjalanan d.inas yang kurang dari 8
(delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi darat.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada a-at (1) merupakan
penggantian biaya keperluan selari-hari rieliputi keperluan
uang saku, keperluan transportast lokal, de a1 keperluan uang
makan dan dibayarkan sccara lumpsum sert: merupakan batas

tertinggi sesuai standar bi:va perjalanan dine s.

Pasal 15

(1) Biaya lainnya sebagaim::ii: dimaksud pade Pasal 8 hurul d
adalah biaya yang diberikan kepada pelal sana SPPD, yang
terdiri dari biaya kontribu«i pelatihan/pendic ikan/ kepesertaan
dan biaya pemeriksaan Covid-19 (rapic test/ rapid anti
gen/swab test).

(2) Biaya kontribusi pelatihan/pendi likan/kepesertaan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) d bayarkan apabila
pelaksana kegiatan atau penyelenggara kegiitan atau sebutan
lainnya mempersyaratkan dalam surat, undangan atau sebutan
lainnya dan dibuktikan dengan kuitansi atau sebutan lainnya.

(3) Biaya pemeriksaan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibayarkan apabila pelaksana SPPD  melakukan
pemeriksaan Covid-19 yaitu rapid test/rapid anti gen/swab test

pada rumah sakit/puskesmas/klin:k dan /at:iu sebutan lainnya
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(2)

yang dibuktikan denycn surat keteranan dan kuitansi
pembayaran atau sebutan lainnye: dari rumah

sakit/puskesmas/klinik dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 17

Untuk perjalanan dinas luar kota diperhitungkan dengan
ketentuan ditambah 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan
kegiatan dan ditambah 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan
kegiatan.

Untuk perjalanan dinas dalam kota tidak memperhitungkan
ketentuan 1 (satu) hari sebclum pele ksanaan kegiatan
dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan atau

ditentukan lain.

Pasal 18

Biaya perjalanan dinas digolongkan dulam 4 (empat) tingkat, yaitu:

a.

b
C.
d

Tingkat A terdiri dari Kep:la Desa 1an Ketua BPD;
Tingkat B terdiri dari Sekretaris Desa dan Angzgota BPD;
Tingkat C terdiri dari Kepula Seksi  Kepala U ‘usan;

Tingkat D yaitu untuk Staf dan/atau yang diperbantukan;

Pasal 19
Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Desa tempat
aparat yang bersangkutan 1nelaksana<an tugas atau
ditentukan lain.
Pejabat yang berwenang membern perintal. perjalanan dinas
agar memperhatikan ketersediaan dana yan- diperlukan untuk
melaksanakan perjalanan dinas tcrsebut da am anggaran Desa

berkenaan.

Pasal 20

Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Aparat Desa

dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau

lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang

Sama.
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Pasal !

Dalam hal hari perjalana: cinas ternyata me e¢bihi jumlah hari
yang ditetapkan dalam SPPD, kepada yang melaksanakan
perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan
biaya penginapan atau ditentukan .ain.

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ter:yata kurang dari
jumlah hari yang ditctapkan lalam SFPD, maka yang
bersangkutan wajib menvetorkar: kembali  kelebihan uang
harian, biaya penginapan. dan uang represcntasi yang telah

diterimanya.

Pasal 22

Dalam hal terjadi pembat.ian pelaksanaan Perjalanan Dinas,

biaya pembatalan dapat dibebankan pada APl3Des.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan

biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) yang 1elah disahkan oich pejabat yang
berwenang.

b. Tiket yang mencantumlan harga/biaya untuk perjalanan
dinas yang menggunakan transportasi udara, darat dan
laut.

c. Bukti pembayaran tiket udara :nelalui ale: pembayaran non
tunai (bukti transfer dan/atau struk debit / kredit).

d. Bukti pembayaran  hotel/penginapar  melalui alat
pembayaran non tunai (buk'i transfer dan/atau struk
debit/kredit).

e. Bill hotel/penginapan atau buk!i lainnya.

f. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabatan dari pemberi perintah perjale nan dinas, yang
dibuat sesuai format sebagaimana ercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tida < terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

g. Surat Pernyataan Pembebanan Biwa  Pembatalan

Perjalanan Dinas;

folgs 158 Y T saon Tgor
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(3) Biaya pembatalan yanc dapat dibebankai1 pada APBDes
sebagaimana dimaksud puce ayat (1) sebagai verikut:
a. biaya pembatalan tikct transportasi atau olaya penginapan;
atau
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dixembalikai:/ refund.
c. Satuan biava perjalanan dinas (ainnya yang telah dilakukan

transaksi pembayarar:.

Pasal 23

(1) Selain Aparat Desa, pihak lainnya 'Dinas instansi yang terkait
dapat melakukan perjalanan dina- atas perintah Kepala Desa
dengan biaya perjalanan dinas disctaraka i dengan Kepala
Desa.

(2) Perjalanan dinas sebagair.ana dimaksud dalhm ayat (1) dapat
dilaksanakan dalam ha vang sangat nendesak/khusus
dan/atau pendampingan, deagan n empertimbangkan
hubungan antara perjalanan  dinas ersebut  dengan
kepentingan Pemerintah D:sa.

(3) Biaya perjalanan dinas juga dapat c«iberikan kepada
Pejabat/Pegawai dari instansi vertikal yang terikat perjanjian
kerja sama dengan Pcmerintah Desa atau melaksanakan
penugasan untuk kepcentingan  Pemerintah  Desa  atau
diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Desa dengan
terlebih dahulu disetujui Kepala Daerah.

(4) Biaya perjalanan dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBDes.

Pasal 24

(1) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari
yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Abonarat Desa yang
melaksanakan perjalanan dinas tidak diberik:in tambahan uang
harian dan biaya penginapan atau ditentukan lain.

(3) Dalam hal jumlah hari perjalanarn dinas ternyata kurang dari
jumlah hari yang ditetaplan dalam SPPD, inaka Aparat Desa
yang bersangkutan wajib menyetorkan kemkb ili kelebihan uang

harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
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Pasal 25

Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah.

BAB \
PROSEDUR PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 25

Pembayaran biava perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas

yang tersedia dalam Anggaran berkenaan.

Pasal 27

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan

mekanisme Uang Panjar.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 28

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Uang
panjar kepada Kepala Desa, Badan Permn syawaratan Desa,
Aparat Desa dan Instansi terkait yanrg melaksanakan
perjalanan dinas.
Pemberian uang panjar scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada permint:an dar: pelaksan: perjalanan dinas
kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilan piri ¢
a. Surat Perintah Tugas untuk melakukar perjalanan dinas

yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
b. SPPD;

c. rincian biaya perjalanan dinas

Pasal 29
Berdasarkan permintaan sebagaimana dimal sud pada Pasal 28
ayat (2), Bendahara Pengeluaran membzvar uang panjar
perjalanan dinas kepada Aparat Desa yang melakukan
perjalanan dinas.
Besaran uang panjar sebesar 70% dari jumlah rincian
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

mengacu pada standar biaya perjalanan dinas.
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Pasal -

Pemmbayaran biaya perjidanan dinas melalui mekanisme
Langsung dengan membcrikan uang panjar kepada Aparat Desa
yang melaksanakan pcrjalanan  dinas oleh Bendahara
Pengeluaran.

Pemmbayaran biaya perjalanan dinas meclalui  mekanisme
Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ;1) apabila :

a. biaya perjalanan dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum

perjalanan dinas dilaksanakan:
b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelurn biaya perjalanan

dinas dibayarkan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWAB/N
PERJALANAN DINAS

Pasal &1
Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SI'T dan SPPD yahg
diterbitkan oleh pejabat vang berwenang.
Pejabat yang berwenanyg hanya dapat mercrbitkan SPT dan
SPPD untuk perjalanan dinas yang biayany: dibebankan pada
APBDesa.

Pasal 32

pelaksana perjalanan dinas yang melakukar perjalanan dinas

luar Kota wajib menyamp:aikan dokumen pe tanggungjawaban,

yaitu:

a. Surat undangan/surat permintaan/sur:t panggilan atau
surat lainnya sebagai dasar pelaksanaair perjalanan dinas
luar kota dan/atau telaahan yang disctujui oleh Bupati
Gorontalo atau pejabat lainnya yang ditur juk.

b. Surat Perintah Tugas (SPT) dun Surat Frrintah Perjalanan
Dinas (SPPD) yang telah disahkan cieh pejabat yang
berwenang.

c. Tiket yang mencantumkan harga/biaya untuk perjalanan

dinas yang menggunakan transportasi udara, darat dan

laut.




W

Bukti pembayaran tike: udara melalui ala: pembayaran non
tunai (bukti transfer dan/atau struk tebit/kredit) atau
ditentukan lain.

Bukti  pembayaran  hotel; penginapar:  melalui  alat
pembayaran non tunai (buki transfer dan/atau struk
debit/kredit) atau ditentukan lain.

Bill hotel/penginapan «tau bukti lainnya.

Boarding pass untuk perjalanan dinas y g menggunakan
transportasi udara.

Nota pembelian bahan bakar minyak untuk perjalanan
dinas yang menggunakan kendaraan diias dan diberikan
biaya bahan bakar minyak.

Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yeng ditandatangani
oleh pelaksana perjalanan dinas vang  melakukan
perjalanan dinas sesuai dengan forinat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Invoice/Kwitansi atau sebutan lainnya dari travel pembelian
tiket atau secara online.

Kwitansi atau sebutan laj nnya urtuk pembayaran
kontribusi pelatihan /pendidikan/kepesertaan dari panitia
atau penyelenggara kegiatan yang besarainya dicantumkan
dalam surat/undangan atau sebutan lainnya.

Kwitansi atau sebutan lainnya dan sura keterangan rapid
anti gen/swab atau sebutan lain nya.

Daftar pengeluaran riil sesuai c¢engan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aparat Desa/BPD yang melakukan perjalanan dinas dalam kota

wajib menyampaikan dokumen pertunggungj.waban, yaitu :

a.

Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat P rintah Perjalanan
Dinas (SPPD) yang telah disuhkan oleh pejabat yang
berwenang.

Daftar pengeluaran riil.




-

c. Bill hotel/penginapa atau bukti laiinva dan bukti
pembayaran hotel/perc napan melalui alar pembayaran non
tunai (bukti transfer d.n/atau struk del:it/kredit) apabila

kegiatan lebih dari 1 (sctu) hart atau diten' ukan lain.

d. Kwitansi atau sebutan lainnya untuk pembayaran

kontribusi pelatihan/pendidikan/kepeser aan dari panitia
atau penyelenggara kegiatan yang besarar nya dicantumkan
dalam surat/undangan atau scbutan lainr va.

e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas ya g citandatangani

oleh Pejabat/Pegawai vang melakukan per 1lanan dinas.

(3) Foto pelaksanaan kegiatan sebanyak 1(s:.tu) lembar dan

dikecualikan bagi Pejabat 'Pegawai Negeri ¢ ipil/Pegawai Non
PNS dari luar instansi Penicrintah Desa/Inst .nsi Vertikal yang
ditugaskan olech Pemerintaly Desa.

o}

Pasal 33

SPPD rampung disahkan olch pejabat yang aemberi perintah

perjalanan dinas pada lembar 2 bagian bawah sedangkan untuk

bagian atas ditandatangani olch Sekretaris Desa.

(1)

Pasal 3-1
Pejabat yang berwenang bertanggungjawal atas ketertiban
pelaksanaan Peraturan Bupati ini di dalam lingkungan Desa
masing-masing.
Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan
perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempu rai prioritas tinggi
dan penting serta mengadakan pengliematan dengan
mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lam: nya perjalanan.
Pejabat yang berwenang dan Aparat Desa yang melakukan
perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian
yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan,
kelalaian atau  kealpaan yang  bersingkutan  dalam
hubungannya dengan perjalanan dinas dimal suc..
Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tind ikan berupa :
a. tuntutan ganti rugi scsuai dengan kete ituan perundang-

undangan yang berlaku;
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(1)

(3)

b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya

menurut ketentuan vang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangke kunjungan kerja,
konsultasi dan studi banding, baik perjaliinan dinas dalam
negeri maupun perjalana dinas luar neger: dapat dilakukan
jika relevan dengan substansi kebijakan yang sementara
dirumuskan oleh Pemerinich Desa pada tabun berkenaan dan
dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya.

Pelaksanaan perjalanan d:nas lebih dari sati: Surat/Undangan
dengan waktu pelaksanaan vang berbe:la, maka selang 1
(satu) hari diantara kedua Surat/Urdangan tersebut
dibayarkan biaya perjalanan dinasnya.

Pelaksanaan perjalanan dinas konsultas /koordinasi/study
banding dan atau scbutan lainnya, biikan atas dasar
surat/undangan dari penyelenggara y.ng pelaksanaan
kegiatannya lebih dari sctu dengan waktu pelaksanaan yang
berbeda, maka selang waktu/hari diantara kegiatan tersebut
tidak dibayarkan biaya perjalanan dinasny . atau ditentukan
lain.

Pelaksanaan pertanggungiawaban perjalana:: dinas yang tidak
diatur dalam Peraturan Biipati in: berpedom in pada Peraturan

Presiden Republik Indonesia

Pasal &t

Perjalanan dinas luar negeri didasarkan pada ‘eraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tent ing Standar Harga

Satuan Regional.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun
2021.
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 30 [elen”

Diundangkan di Limboto

—N A

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

JAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR
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RINCIAN PERJALANAN DINAS

Nama
Jabatan
Nomor SPT
Nomor SPPD
Tanggal
Tujuan D el eaeeisseaesasana s s ase e aia s s e e n seisia s a nain e e le B e 8 e A s aisine e s e e malaie e ane s e e i e e
I | Biaya Transpor Rp........
- Tiket Rp.... | X |...org | X |1 (PP) |=|Rp.......
- Taxi Bandara Rp.... [ X|...org| X|1(PP) | =|Rp.......
- Transpor darat luar Rp.... | X |...org| X |1 (PP) |=|Rp.......
Kota dalam provinsi
- Transpor darat dalam Rp.... | X |...org | X |1 (PP) | = | Rp.......
Kota
II | Biaya Penginapan Rp........
- Kepala Desa/Ketua Rp.... | X |...org | X | ..hari | = | Rp.......
BPD
Rp.... | X | ...org|{ X | . hari | = | Rp.......
- Sekretaris Desa/Wakil
Ketua/Anggota BPD Rp.... | X | ...org | X | ..hari | =| Rp.......
- Kasie/Kaur Rp.... | X |...org | X | ..hari | =| Rp.......
- Staf/Kepala Dusun Rp.... | X|..org| X | .hari | =|Rp.......
III | Uang Harian Rp........
- Tingkat A Rp.... | X |...org | X | .hari | =| Rp.......
- Tingkat B Rp.... | X |...org | X | ..hari | = | Rp.......
- Tingkat C Rp.... | X | ...org | X | ..hari | =| Rp.......
- Tingkat D Rp.... | X org | X |.hari |=]Rp.......
IV | Biaya Lainnya Rp........
1. Biaya Kontribusi Rp......
2. Biaya Rapid Test/Swab Test Rp......
JUMLAH | Rp........
Terbilang :
Limboto, ..ocovvviiiiiiiiiieieens 5 asesiaes
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan
Nama Jelas Nama Jelas

Lgurrtt G onTALO,

NELSON POMALINGO
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR &% TAHUN 2020

TENTANG PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN APARAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN
A [0 s s Lo ) ol

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama e e s v sis 4B 5SS et p o wie S e 5 s B S SRS T 4 E § S 4HE598 558 S50 50
Jabatan . e e
(H
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas atas nama :
Nama PP
N P21 07: 1 71 s B O PR PPPN
2)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya
yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

................................................................................................................................

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
digantikan oleh perangkat lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia
diproses sesuai ketentuan hokum yang berlaku.

Limboto, .......ccccu.u.... R 4)
Yang membuat pernyataan,

....Nama Jelas... (5)
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR “Z TAHUN 2020

TENTANG PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN APARAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

1L

II1.

Iv.

LAPORAN
PERJALANAN DINAS LUAR KOTA/DALAM KOTA

DASAR PELAKSANAAN

PENUTUP

PELAKSANA SPPD
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN APARAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama S eemsmmesmssasabenanes e s obaesanes oo e ns NS AN L bR e S RS RS S 6
NIP §  oeerrens ke Pl s SR B i S B S R ST
PBDEERIEE 8 0 s s mwmoncomsmem s iy 8 8 R A3 8 i 8 B B S R B
Berdasarkan surat perintah tugas (SPT) nomor .............. tanggal .......... , dengan ini

kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya transpor dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh
bukti-bukti pengeluarannya , meliputi :

No Uraian Jumlah

Jumlah | Rp.

a. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut
ke kas daerah.

Demikian pernyataan kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui Limboto, ......ccevvvenenn.. eeeneneen
Kepala Desa,
Nama jelas Nama jelas

NELSON POM




